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Salah satu hal penting di dalam upaya pencegahan dan pemberantasan
kejzhatan transnasional adalah bagaimana diletakkannya kesadaran dari
masyarakat untuk ikut aktif berpartisipasi di dalam upaya pencegahannya
Perkembangan teknologi informasi serta globalisasi saat ini dapat
memunculkan aktivitas kximinal yang dilakukan secara terorganisir dan
telsh banyak melintasi batas yurisdiksi suatu negara yakni berupa
kejahatan transnasional sepesxti tindak pidana pencucian uang. Dalam
kejahatan pencucian uang texschut soringkali dapat melibatken Notaris
dalam kewenengannyd membnat akia autentik. Oleh karena itu,
pemerintah mempetiuas ketentuan pihak pelapor khususnya Notaris
untuk wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pihak Pelapor Dalam
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang
menyatakan bahwa advokat, notarls, Pejabat Pembuat Akta Tanah,
zkuntan, 2kuntan publik dan perencana keuangan sebagai pihak pelapor
setiap transaksi keuangan mencurigakan kepada lembaga jyang
berweneng, dalam hal ini Pusat Peiaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan (FPATK). Semantara itu UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Undang-Undang Jabatan Netaris (UUJN) yang menyatakan bahwa dalam
menjalankan jabatannya, Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu
mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperolah
guna pembuatan akta sesuai dengan sumpal/janji jabatan, kecuali
uvndang-undang menentukan lain,

Kafa RKunci: Kolarig, Eowajiban Melaporkan, Transaks{ Keuangan
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu hal penting di dalam upaya pencegahan dan
pemberantasan kejahatan transnasional adalah bagaimana
diletakkannya kesadaran dari masyarakat untuk ikut aktif
berpartisipasi di dalam upaya pencegahannya. Undang Undang
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang memberikan kerangka dan mekanisme
kepatuhan bagi pihak-pihak yang kemudian disebut dengan Pihak
Pelapor.

Ketentuan Pasall angka 11 Undang Undang Nomor 8 Tahun
2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang menentukan Pihak pelapor adalah setiap Orang
yang menurut Undang-Undang ini wajib menyampaikan laporan
kepada PPATK". Pihak pelapor dalam Undang Undang ini telah
mengalami pertuasan, karena tidak saja Penyedia Jasa Keuangan ,
tetapijuga meliputi Pihak Penyedia Barangdan/atau Jasa Lainnya,
serta Pihak Pelapor.

Oleh karenanya pendekatan yang digunakan adalah dengan
menggunakan pendekalan Prinsip Mengenali Pengguna jasa (Know

Your Customer). Orang tersebut kemudian diatur dalam Ketentuan



16

Pasall7 yang berada pada bagian Bab IV Tentang Pelaporan dan

Pengawasan Kepatuhan, yaitu Pihak Pelapor meliputi:

a. Penyedia jasa keuangan :

1.bank;

2.

3.

9.

perusahaan pembiayaan;

perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;

. dana pensiun lembaga keuangan ;
. perusalhaan etek;

. manajerinvestasi;

. kustodian;

. wali amanal;

perposan sebagai penyedia jasa giro;

10. pedagang val uta asing;

11. penyelenggara ala t pembayaran menggunakan kartu;

12. penyelenggara a-money dan/atau e-wallet ;

13. koperasi yang melakukan keglatan simpan pinjam;

14. pegadaian;

15.perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan

komoditi; atau

16.penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
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Berdasarkan ketentuan Pasall? ayat (2) tersebut,! diaturlah
melalui Peraturan Pemerintah mengenai pihak pelapor lainnya yang
di dalam perjalanannya juga rentan di jadikan sebagai gate keeper
dalam suatu tindak pidana pencucian uang . Pihak - pihak tersebut
adalah pihak Profesi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor
dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang, yaitu ;

a.Advokat;

b. Notaris;

c. Pejabat pembuat akta tanah ;

d.Akuntan ;

e. Akuntan publik; dan

f. Perencana keuangan.

Dengan demikian Pihak Profesi sebagai Pihak Pelapor di atas

wajib pula menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Pasal 4
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor
dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang, dan juga harus dibentuk Lembaga Pengawas dan Pengatumya

sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang.?

! Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang

2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
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Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016
tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi menjadi
pedoman bagi penegak hukum dalam penanganan perkara pidana
dengan pelaku korporasi dan atau pengurusnya. Perma ini mengisi
kekosongan hukum acara pidana dalam penanganan perkara pidana
dengan pelaku korporasi atau pengurus. Atas dasar itu, Perma ini
dapat mendorong efektifitas dan optimalisasi penanganan perkara
pidana dengan pelaku korporasi dan atau pengurusnya.

Prinsip mengenali Pengguna Jasa merupakan prinsip yang
lahir dari ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ide
dasar Prinsip Mengenali Pengguna Jasa merupakan penyempurnaan
dari Prinsip Know Your Customer yang diatur di dalam Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang TindakPidana Pencucian
Uang. Prinsip mengenali Pengguna Jasa muncul karena adanya
upaya untuk melakukan pencegahan atas tindak pidana pencucian
uang atau yang selanjutnya di sebut dengan TPPU yang bersumber
dari berbagai tindak pidana asal (predicate crime) seperti korupsi,
perdagangan gelap narkotika, penyelundupan, pembalakan liar
(illegal logging), kejahatan di bidang perbankan dan berbagai

kejahatan lainnya. Kejahatan-kejahatan tersebut melibatkan atau
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menghasilkan uang atau aset (proceeds of crime) yang jumlahnya
sangat besar.®

Prinsip Mengenali Pengguna Jasa adalah prinsip yang
diterapkan oleh Pihak Pelapor untuk mengetahui latar belakang dan
identitas Pengguna Jasa, memantau transaksi, serta melaporkan
transaksi kepada otoritas berwenang Pusat Pelaporan dan Analisa
Transaksi Keuangan yang selanjutnya disebut dengan PPATK. Prinsip
Mengenali Pengguna Jasa merupakan salah satu cara memitigasi
resiko nasional atas dinamika nasional, regional maupun global yang
diiringi dengan perkembangan produk, aktivitas dan teknologi
informasi, meningkatkan peluang penyalanggunaan fasilitas dan
produk dari industri keuangan dan lembaga yang terkait dengan
keuangan, oleh pelaku kejahatan terutama sebagai sarana pencucian
uang.*

Notaris sebagai pihak pelapor dalam Tindak Pidana Pencucian
uang wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. Prinsip
Megenali Pengguna Jasa menurut ketentuan Konsideran bagian b
Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Prinsip Mengenali

Pengguna Jasa bagi Notaris menyatakan bahwa Notaris sebagai

% Husein.Yunus, Perkembangan Terkini Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia,
Terakhir diakses tanggal 8 januari 2021

* Husein.Yunus, Perkembangan Terkini Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia,
Terakhir diakses tanggal 8 januari 2021
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pihak pelapor Tindak Pidana Pencucian Uang wajib untuk
menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.®

Prinsip ini dilaksanakan dalam rangka memudahkan seorang
notaris untuk mendeteksi kemungkinan adanya transaksi keuangan
yang mencurigakan ataupun penggunaan jasa notaris oleh pihak-
pihak tertentu dalam rangka modus pengaburkan asal usul tindak
pidana.

Terdapat tiga tahap didalam TPPU, tahap tersebut lambat laun
berkembang menjadi metode di dalam melakukan TPPU, yaitu yang
meliputi :°

a) Penempatan (placement)

yaitu upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari
tindak pidana ke dalam system keuangan (financial system)
atau upaya menempatkan yang giral (cek, wesel bank,
sertifikat deposito dan lain-lain) kembali ke dalam sistem
keuangan terutama sistem perbankan.

b) Transfer (layering)

yakni upaya untuk mentrasfer harta kekayaan yang
berasal dari tindak pidana (dirty money) yang telah
berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan

(terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan

% Lihat Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang.

® Go Lisnawati, dan Njoto Benarkah, Hukum Money Laundering dalam dimensi
Kepatuhan, Sentara Press, Malang, 2018, him. 32.



21

(placement) ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain. Dengan
dilakukan layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum

dapat mengetahui asal usul harta kekayaan tersebut.

c. Menggunakan harta kekayaan (integration)
yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang
berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke
dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer
sehingga eolah-olah menjadi harta kekayaan halal (clean
money), untuk kegiatan bisnis halal atau untuk membiayai
kembali kegiatan kejahatan

Lantas dimanakah letak relasi antara notaris dengan pencucian
uang dan kewajiban pelaporan apabila terindikasi transaksi
keuangan mencurigakan, sedangkan disisi lain terdapat kewajiban
merahasiakan klien oleh notaris ? Notaris merupakan salah satu
profesi yang wajib menyampaikan laporan tranksaksi mencurigakan
(TKM) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
(PPATK) sebagaimana Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2015
tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindak lanjut atau peraturan
pelaksanaan dari PP No. 43 Tahun 2015 tersebut, maka diterbitkanlah
aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017. Dalam hal ini,
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transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau
kebiasaan pola transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan.

Notaris sebagai salah satu pihak pelapor sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang
Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang notaris wajib menerapkan prinsip mengenali
pengguna jasa.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk
membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau
berdasarkan undang-undang lainnya.” Notaris sebagai pejabat
umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum
kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan
demi tercapainya kepastian hukum Pejabat Umum. Seseorang
menjadi pejabat umum apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh
pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani
publik dalam hal-hal tertentu, karena itu ia ikut serta melaksanakan
kewibawaan (gezag) dari pemerintah.®

Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua

perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh

" Indonesia (1), Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3
Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 1 ayat (1).

8 Rini Martiani Dahliani Dahliani, “Bahan Pendidikan : profesi notaris sebagai pejabat
umum di indonesia serta persyaratan dan ruang
lingkupnya, "http://lembagaketerampilanhukum.blogspot.com/2012/06/bahan-pendidikan-profesi-
notaris.html Diunduh 14 September 2018 Pukul 16.12 WIB
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peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh
yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik,
menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta,
memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu
sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau
dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan
oleh undang-undang.®

Notaris wajib untuk merahasiakan segala sesuatu yang
dipercayakan kepadanya dan tidak boleh menyerahkan salinan-
salinan dari akta-akta kepada orang-orang yang tidak
berkepentingan.!® Untuk menciptakan transparansi atas beneficial
ownership terus dilakukan Pemerintah. Salah satu upaya tersebut
adalah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 9 Tahun 2017 berkaitan dengan peran notaris terkait
beneficial ownership. Permenhukam tersebut menjelaskan secara
rinci definisi pemilik manfaat dan berbagai kewajiban yang
dibebankan kepada notaris terhadap pemilik manfaat.
Permenhukham yang berjudul “Penerapan Prinsip Mengenali
Pengguna Jasa Bagi Notaris” ini pada prinsipnya bertujuan untuk
mengatur agar para notaris harus mengenali secara mendalam

pengguna jasanya.

% Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN
No. 5491, Ps. 3

1 G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement), (Jakarta:
Erlangga,1999), him. 31
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Prinsip mengenali Pengguna Jasa diterapkan dalam jabatan
notaris dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2015 tentang pihak pelapor dalam Tindak Pidana Pencucian
Uang yang mana dalam ketentuan tersebut juga melibatkan Notaris
sebagai salah satu pelapor dalam Tindak Pidana Pencucian uang atau
yang disebut juga dengan TPPU 1.'!

Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia
Nomor 9 Tahun 2017 tentang penerapan PMP] bagi notaris
dinyatakan yang digolongkan dalam Transaksi Keuangan
Mencurigakan adalah sebagai berikut:

1. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil,

karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari Pengguna
Jasa yang bersangkutan;

2. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga
dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan
transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh
Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai PP TPPU .

3. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan
dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga

berasal dari hasil tindak pidana; atau

111 Lihat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa.
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4. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk
dilaporkan oleh Notaris karena melibatkan harta kekayaan
yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.'2

Contoh kasus Surat dakwaan Djoko menyebutkan, jenderal
bintang dua itu diduga menyamarkan beberapa hartanya tahun 2010
dengan menggunakan nama Djoko Waskito (ayah kandung Dipta
Anindita, istri muda Djoko). Djoko membeli tanah lengkap
dengan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jakarta
Utara. Harga di akta Rp. 5,3 miliar, harga sebenarnya Rp. 11,5 miliar.
Pada tahun 2012, Dipta dibelikan tanah senilai Rp. 7,1 miliar di
Semarang. Ia juga dibelikan tanah di Surakarta senilai Rp. 6 miliar.
Pada tahun 2011, mengatas namakan istri kedua, Mahdiana,
terdakwa Djoko Susilo membeli sebidang tanah di Jakarta Selatan
senilai Rp. 46 juta dan Rp. 6,1 miliar. Pembelian Rp. 6,1 miliar
menggunakan perantara Erick Maliangkay. Mahdiana juga dibelikan
tanah senilai Rp. 5 miliar pada tahun 2012. Terdakwa membeli tanah
dengan menggunakan nama lain, yaitu Mudjiharjo. Empat bidang
tanah dibeli di Yogyakarta tahun 2011 dan 2012 senilai Rp. 3 miliar
dan Rp. 389 juta Untuk pembelian kendaraan, terdakwa
menggunakan nama Sudiyono. Selain itu, Djoko diduga
menyamarkan hartanya dengan menggunakan nama Eva Handayani.

Wanita ini diduga sebagai istri mudanya yang lain. Aset yang

12 Lihat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa.



26

disamarkan atas nama Eva diantaranya berupa SPBU, tanah beserta
bangunannya di daerah Depok, Jawa Barat, dan tanah di Jagakarsa
seluas 200 meter persegi. Djoko juga diduga membeli sebidang
tanah di Subang untuk istri pertamanya, Suratmi

Permasalahan di atas tentu tidak terlepas dengan beberapa
peraturan perundang- undangan lainnya yang mengantur tentang
perlindungan terhadap pihak Pelapor yang melaporkan adanya
dugaan tindak pidana pencucian uang. Peraturan Perundang-
undangan yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap
pihak yang melaporkan adanya tindak pidana adalah Undang-
undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan
Korban (Selanjutnya ditulis UU Perlindungan Saksi dan Korban).
Namun Undang-Undang tersebut tidak menjelaskan prosedur tata
cara, aturan teknis dan tidak memberikan penjelasan lebih jelas
terkait sejauh mana Notaris sebagai pelapor adanya dugaan tindak
pidana pencucian uang. Jaminan perlindungan terhadap saksi dan
korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana,
sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan
secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu
tindak pidana. Tidak terkecuali bagi notaris dalam kaitannya dengan
permasalahan di atas yang seharusnya perlindungan hukum bagi

notaris sebagai pihak pelapor juga dapat di atur lebih jelas guna
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menghindari adanya kekaburan hukum dalam pengaturan tentang
kewajiban notaris di dalam UU Jabatan Notaris. Namun ternyata
dalam Undang Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang tindak
pidana pencucian uang masih belum mengakomodir hal tersebut.
Hal ini lah yang menjadi pertanyaan, bagaiman perlindungan
terhadap notaris yang melaporkan adanya transaksi mencurigakan
sedangkan di UUJN pun disebutkan bahwa notaris wajib
merahasikan tentang identitas Pengguna jasa. Berdasarkan uraian di
atas, penulis mengkaji lebih dalam melalui tulisan yang berjudul;
Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Sebagai Pihak Pelapor

Terhadap Transaksi Mencurigakan .
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B. Permasalahan
1. Kewajiban Notaris Sebagai Pelapor Transaksi Mencurigakan
Kepada Pusat Pelapor Analisis Transaksi Keuangan
Bertentangan Dengan Kewajiban Notaris Merahasiakan
Akta
2. Perlindungan Hukum Bagi Notaris Sebagai Pihak Pelapor
Terhadap Transaksi Mencurigakan Kepada Pusat Pelaporan

Analisis Transaksi Keuangan

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu:

1) Untuk menganalisis Kewajiban Notaris Sebagai Pelapor
terhadap transaksi Mencurigakan Kepada Pusat Pelapor
Analisis Transaksi Keungan dapat melanggar kewajiban
Notaris merahasiakan isi akta.

2) Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi notaris
sebagai pihak pelapor terhadap transaksi mencurigakan

kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keungan.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari beberapa

seqi, yaitu:
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a. Manfaat Teoritis

Adapun Hasil penelitian secara teoritis ini diharapkan

dapat bermanfaat untuk:

1)

2)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan
sebagai tambahan informasi dan sumbangan
pemikiran untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan
wawasan bagi aktivitas akademika di bidang hukum
kenotariatan khususnya dalam kaitannya dengan
perlindungan hukum terhadap Notaris.

Untuk memberikan sumbangan pemikiran (sebagai
informasi ilmiah) dalam kaitannya dengan kepastian
hukum bagi notaris sebagai pihak pelapor terhadap

transaksi mencurigakan Pengguna jasa.

b. Manfaat Praktis

1)

2)

Sebagai bahan bagi Notaris agar lebih berhati-hati
dalam menjalankan profesi dan jabatan sebagai
pejabat umum.

Bagi Majelis Kehormatan notaris diharapkan lebih
mengatahui bagaiamana  perlindungan  hukum
terhadap notaris sehingga dapat memutuskan apa
yang akan di lakukan terhadap notaris yang

melanggar .
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E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan
abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada
dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap
dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Dalam
suatu penelitian ilmu hukum, suatu kerangka teori dapat diuraikan
menjadi Grand Theory, Middle Range Theory, dan Apllied Theory.*
Adapun teori-teori tersebut yaitu:

1. Grand Theory

Grand theory merupakan teori yang mendasari teori-teori
(middle range theory dan aplied theory) yang akan digunakan dalam
penelitian. Grand Theory dalam penelitian ini adalah Teori Kepastian
Hukum.

Negara Indonesia sebagaimana tersurat dalam UUD 1945 Pasal
1 ayat (3), ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara
hukum. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum
(rechtstaat) dan tidak atas dasar kekuasaan belaka (machitstaat),
sehingga segala tindaka gqn dan perbuatan harus didasarkan

atas hukum.'*

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma

adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das

13 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Ul Press, him. 53.
| Dewa Gede Atmadja, dkk, Teori Konstitusi & Konsep Negara Hukum, Malang:
Setara Press, 2015, him. 126.
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sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang
harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia
yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang
bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku
dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama
individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-
aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau
melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan
pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.!® Di
Indonesia kemandirian penerapan konsep dan pola negara hukum
pada umumnya, disesuaikan dengan kondisi bangsa Indonesia,
yakni menggunakan tolak ukur berupa Pancasila. Dengan demikian,
Negara Indonesia ialah Negara Hukum (rechtstaat) berdasarkan
Pancasila.'® Indonesia sebagai negara hukum (rechtsaat)
diimplementasikan berdasarkan asas legalitas bahwa setiap
perbuatan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan
yang berlaku, sebagai manifestasi dari hukum positif dalam rangka
untuk memberikan kepastian hukum.

Herlien Budiono mengatakan bahwa Lkepastian hukum
merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama

untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan

% Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum,
Laksbhang Pressindo, Yogyakarta, 2010, him.59
18 1hid.
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kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan sebagai pedoman
perilaku bagi semua orang. Apeldoorn mengatakan bahwa kepastian
hukum memiliki dua segi yaitu dapat ditentukannya hukum dalam
hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini berarti pihak yang
mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam
suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan
bagi para pihak dalam kesewenangan hakim. '’

Kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat
sangat dibutuhkan mengingat bahwa masing-masing manusia
memiliki kepentingannya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, dengan
kehadiran hukum di tengah masyarakat dapat memberikan
kepastian hukum bagi pergaulan masyarakat.

Fungsi dari teori kepastian hukum dalam penelitian ini yang
terkait dengan prinsip mengenal pengguna jasa dimana notaris
harus mengenal pengguna jasa dan melaporkan setiap transaksi
mencurigakan akan tetapi di sisi lain notaris harus menjaga
kerahasian pengguna jasa dan dalam hal mengenal pengguna jasa
hanya bersifat formil semata sesuai dengan UUJN
2. Middle Theory

Middle theory merupakan teori yang digunakan agar

pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu grand

7 A. Madjedi Hasan, Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian
Hukum, Jakarta: Fikahati Aneska 2009
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theory.'® Dalam penelitian ini middle theory yang digunakan adalah
Teori Perlindungan Hukum Teori perlindungan hukum digunakan
dalam hal melakukan analisa

terhadap kewajiban notaris dalam menjaga rahasia isi akta
yang diperbuatnya akan tetapi disisi lain harus menjalankan PMP]
berkaitan dengan ketentuan notaris sebagai Pihak Pelapor Dalam
TPPU .

Menurut Fitzgerald, teori pelindungan hukum bahwa hukum
bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai
kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas
kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya
dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di
lain pihak.'®

Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan
manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk
menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi
Sejalan dengan pemahaman teori perlindungan hukum maka dalam
penelitian ini akan menganalisis aspek perlindungan hukum
terhadap notaris yang secara profesional berdasarkan ketentuan
dalam Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 yang mana

8 Munir Fuady, 2003, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Jakarta :
Kencana, him. 43.
19 satijipto Raharjo, llmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 53.
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seorang notaris harus menjaga kerahasiaan aktanya tapi di sisi lain
harus menjadi pihak pelapor atau membuka aktanya dalam hal
memberikan kesaksian kepada aparat penegak hukum apabila
pengguna jasa notaris terlibat dalam TPPU.

Sejalan apa yang dikemukakan Roscoe Pound, bahwa tujuan
hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat (law as tool of social
engineering). Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang
dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum. Roscoe
Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum
menjadi tiga macam, yaitu:°

a) Publik interest (kepentingan umum);

b) Social interest (kepentingan masyarakat); dan

c) Privaat interest (kepentingan individu).

Menurut Roscoe Pound, hukum adalah untuk “menata
kepentingan-kepentingan yang ada dalam = masyarakat”.
Kepentingan-kepentingan tersebut harus ditata sedemikian rupa

agar tercapai keseimbangan yang proporsional.

3. Applied Theory
Applied Theory (teori aplikasi) merupakan pembahasan
bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk

menjawab permasalahan yang diteliti. Menurut Utrecht, asas hukum

% Faisal Santiago, Pengantar Hukum Bisnis, Mitra Wacana Media,Jakarta, 2012, h.2.
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(recht beginzel) adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum yang
mengkualifikasikan (kwalificeren) beberapa peraturan hukum,
sehingga peraturan-peratu ran hukum itu bersama-sama merupakan
suatu lembaga hukum.?! Pada penelitian ini Applied Theory yang
akan digunakan berupa Teori Penegakan Hukum.

Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan
hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang
terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai
rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan,
memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.??

Satjipto Raharjo berpendapat, penegakan hukum itu bukan
merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu
tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu
kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua
titik.?®

Secara konkrit penegakan hukum berarti berlakunya hukum
positif dalam praktik yang harus ditaati. Sehingga memberikan
keadilan di dalam suatu perkara yang artinya memutuskan hukum in

concreto di dalam menjamin dan mempertahankan dan ditegakan

2! Utrecht dan Riduan Syahrani, 2008, Rangkuman Intisari llmu Hukum, Bandung: Citra
Aditya Bakti, HIm 153.

22 Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
Jakarta: Ul Press, HIm. 35.

% Satjipto Raharjo, 2002, Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan
Masalah, Yogyakarta: Sinar Grafika, HIm. 190.
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hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang
ditetapkan oleh hukum formal.?*

Pada hakikatnya penegakan hukum merupakan upaya untuk
menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam
bersikap dan berindak dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan,
kepastian hukum, dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-
sanksi.

Terdapat dua perbedaan mengenai penegakan hukum yang
dapat ditinjau. Pertama, penegakan hukum ditinjau dari subjeknya
adalah penegakan hukum dalam arti luas melibatkan semua subjek
hukum dari setiap hubungan hukum. Aturan normatif dijalankan atau
tidak dijalankan berdasarkan pada norma aturan hukum yang
berlaku, yang berarti harus juga menjalankan atau menegakkan
aturan hukum tersebut. Penegakan hukum dalam arti sempit adalah
upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan
memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana
seharusnya. Kedua, penegakan hukum ditinjau dari objek hukumnya
adalah penegakan hukum dalam arti luas mencakup pada nilai-nilai
keadilan yang berisi bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan
yang ada dalam masyarakat. Dan penegakan hukum dalam arti
sempit adalah hanya berisi penegakan peraturan yang formal dan

tertulis saja.

? Dellyana Shant, 1988, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta: Sinar Grafika, HIm. 33.
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Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-
ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan oleh rakyat menjadi
kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang
melibatkan banyak hal.?

Menurut Soerjono Soekamto terdapat faktor-faktor yang
memperngaruhi penegakan hukum, yaitu :?

1. Faktor Hukum

Hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-
aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu
apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata.?’
Peraturan hukum dibuat oleh yang berwenang yang bersifat
memaksa dan ditaati oleh setiap masyarakat.

2. Faktor Penegakan Hukum

Pihak-pihak yang terkait dalam proses penegakan hukum
yaitu kepolisian, kejaksaan, peradilan, advokat, dan lembaga
pemasyarakatan mempunyai peran yang menentukan keberhasilan
penegakan hukum. Dengan petugas penegak hukum yang mentalitas

atau kepribadian penegak hukum memainkan peran penting dalam

menjalankan peraturan yang sudah dibuat.

13.

% Ibid, HIm. 37.
% Sperjono Soekanto, Op.Cit., HIm 15.
2" yullies Tina Masriani, 2004, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, HIm.
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3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Tanpa adanya sarana atau fasilitas pendukung maka tidak
mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan baik dan
lancar. Sarana atau fasilitas pendukung dapat mencakup tentang
manusia yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang
memadai, organisasi yang baik, dan sebagainya sehingga akan
tercapai tujuan penegakan hukum.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan
untuk mencapai kedamaian di daalam masyarakat. Oleh karena itu,
masyarakat harus memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap
hukum vyang tinggi sehingga akan semakin memungkinkan
penegakan hukum yang baik.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan mengatur masyarakat untuk dapat mengerti
bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan meentukan sikap
saat berhubungan dengan orang lain. Kebudayaan adalah suatu hal
tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa
yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Penegakan hukum dalam korelasinya dengan penyelesaian
permasalahan hak cipta ialah upaya dari aparatur penegak hukum
tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum

terkait dengan hak dan kewajiban dari pencipta maupun pemegang
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hak cipta, serta pihak yang melakukan cover version dapat ditindak
sebagaimana mestinya. Sehinggga, dalam proses pemenuhan hak
dan kewajiban di antara para pihak yang tidak menemui titik
ketidakseimbangan yang dapat berujung pada perkara baik perdata

maupun pidana.

F. Definis Operasional

Kerangka konseptual dilakukan manakala penelitian tidak
beranjak dari aturan hukum yang ada.?® Kerangka konsep
merupakan kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep
hukum yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan
suatu gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu
abstraksi dari gejala tersebut Kerangka konseptual merumuskan
definisi-definisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang
diangkat, dan dijabarkan sebagai berikut :

1. Notaris

Notaris adalah adalah pejabat umum yang berwenang untuk
membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris (“UU 30/2004) sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan

notaris. Kewenangan Notaris dapat dilihat dalam Pasal 15 UU 2/2014.

28 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2011, him. 177
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Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua
perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh
peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh
yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik,
menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta,
memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu
sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau
dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan
oleh undang-undang
2. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Berdasarkan kedudukannya, PPATK dalam melaksanakan
tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari
campur tangan dan pengaruh kekuasaan manapun.?® PPATK
bertanggung awab kepada presiden.’* PPATK wajib menolak
dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak
manapun dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya.®!
Sebagaimana visi PPATK yaitu, “menjadi lembaga independen di
bidang informasi keuangan yang berperan aktif dalam pencegahan
dan pemberantasan tindak pidana pencucian dan pendanaan

teroris”

 pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

% Ibid., Pasal 37 Ayat (2).

31 |bid., Pasal 37 Ayat (4).
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3. Pengertian Transaksi Mencurigakan

Pada umumnya pelaku tindak pidana selalu berusaha
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan
yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara
agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh
aparat penegak hukum, sehingga dengan leluasa memanfaatkan
harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan sah maupun tidak
sah. Karena itu, tindak pidana pencucian uang tidak hanya
mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan
sistem keuangan, tetapi juga “dapat membahayakan sendi-sendi
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945”.%

Dalam konsep anti pencucian uang, pelaku dan hasil
tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk
selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara
atau dikembalikan kepada yang berhak. Apabila harta kekayaan
hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi
kejahatan dapat disita atau dirampas, dengan sendirinya dapat
menurunkan tingkat kriminalitas, untuk itu upaya pencegahan
dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan

landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum,

%2 Philips Darwin. Money Loundering (Cara Memahami Dengan Tepat Dan
Benar Soal Pencucian Uang), Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal. 11
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efektivitas penegakan hukum serta penelusuran dan

pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan tesis ini menggunakan penelitian hukum
normatif yang merupakan penelitian yang mencakup asas-asas
hukum, sistematik hukum, dengan taraf penelitian yang telah
sinkronisasi baik secara vertikal dan maupun secara horizontal, yaitu
perundang-undangan yang sederajat yang mengatur bidang yang

sama,®® dan perbandingan hukum?3*

dalam permasalahan yang
diteliti pada penulisan tesis ini. Dalam penelitian hukum yang
normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data
sekunder saja, yaitu buku-buku, buku-buku harian, peraturan

perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori

hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.%

2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) vyaitu
pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari

semua perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu

3Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta:
Rajawali Pers, 2010, him 19.

** Ibid, him 22.

% Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, 2005, him
25.
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hukum yang diteliti.*® Karena yang akan diteliti adalah berbagai
aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu
penelitian dan melihat hukum sebagai sistem tertutup yang
mempunyai sifat-sifat comprehesive yang artinya norma-norma
hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan yang lain
secara logis, bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu
menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada
kekurangan hukum dan dengan sistematik bahwa disamping
bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum

tersebut juga tersusun secara hierarkis.*’

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri
dari:*®

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah
bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan
hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan,

catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan

* Ibid, him. 11.

%Johny lbrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normative, Malang:
Bayumedia Publishing, 2010, him. 11

%8Zainuddin Ali, 2013, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, him 175-176
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perundang-undangan.®

Bahan hukum Primer yang digunakan
Penulis dalam penelitian ini yaitu:
1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris;
3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris;
4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan
Pemberantasan tindak pidana pencucian uang
6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Prinsip Mengenal Pengguna Jasa
b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum vyang
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain
buku-buku literatur ilmu hukum perdata, karya ilmiah dari kalangan
hukum, jurnal hukum dan artikel, serta bahan lainnya yang berkaitan
dengan permasalahan dalam penelitian ini. Kegunaan bahan hukum

sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti untuk

% Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia: Ul Press
cetakan ke-3 tahun 1984, him 141
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melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan
konseptual bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis
bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.*°

c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang
memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum
primer atau sekunder yang berhubungan dengan permasalahan
berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia,

dan media cyber (internet).*!

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini
menggunakan teknik data Library Research yang berarti
menggunakan sumber kepustakaan atau yang biasa disebut bahan
hukum sekunder yang kemudian dianalisis dengan pedoman
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang
diteliti. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang
hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi

tersebut terdiri atas:*?

“01bid, him 47
“ Ibid, him. 176
“2 Ibid, him 54
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a. Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau
beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis,
dan disertasi hukum.;

b. Kamus-kamus hukum;

c. Jurnal-jurnal hukum.

5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah
dengan cara analisis dalam bentuk penafsiran, dengan cara
mempersatukan adanya hubungan atau keterkaitan antara bahan
hukum dan pasal-pasal dalam undang-undang yang berkaitan
dengan penelitian ini. Dengan teknik pengolahan ini diharapkan
dapat memperoleh penyelesaian mengenai permasalahan yang

dibahas.

6. Teknis Analisis Bahan Hukum

Analisis terhadap bahan-bahan hukum yang diteliti dilakukan
secara deskriptif-kualitatif, yaitu menguraikan secara verbal isu
hukum yang terkait dan relavan secara logis. Untuk melakukan
analisis tersebut dilakukan penafsiran sistematis, yaitu mengkaitkan
keterhubungan antara satu aturan hukum dan teori atau pendapat
ahli dengan aturan dan teori atau pendapat lainnya, sehingga

diambil suatu kesimpulan sesuai dengan maksud penelitian ini.
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Disamping itu, dipergunakan pula Penafsiran otentik, yaitu penafsiran

resmi yang diberikan oleh Undang-Undang.*®

1. Teknik Penarikan Kesimpulan

Setelah bahan hukum lengkap dan telah dianalisis selanjutnya
yaitu dilakukannya penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan
dilakukan secara deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menuju
hal yang bersifat khusus.** Deduktif ada 3 (tiga) macam yaitu:

a. Silogisme, yaitu penarikan kesimpulan yang diawali
dengan ungkapan umum (premis mayor) kemudian diikuti oleh
ungkapan khusus (premis minor) yang kemudian ditariklah
kesimpulan dari kedua hal tersebut.

b. Sebab-akibat, yaitu penarikan kesimpulan ini diawali
dengan sebab yang kemudian diikuti oleh beberapa akibat untuk
memperkuat pernyataan.

c. Akibat-sebab, yaitu penarikan kesimpulan yang diawali
dengan akibat yang kemudian diikuti oleh sebab-sebab untuk

mendukung suatu pernyataan.

** Ronny Hanitijo, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia,
1988), him 35.

* Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta:
Ghalia Indonesia, him. 10
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